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Abstrak

e research was aimed to know the woman rights tn the
ndonesian civil law (B considered from Irlamic low
(rrspective. The data of this contem analysis study, were
Whicined from chapters of B.W, especially relating to the
b af marrtage. The results showed that in B.W. the rights
Wiven te the woman were large enmough. These were
wdicated i law of marriage. The woeman rights in this
Murriage conld be seen In these problems: (1) prevequisites
W marviage, (2) prevention of marviage, (3 vights and
sesponsibifities of Tushand and wite, (4 uniey and division
Wf property, (5 agreement of marviage, (4 dissofuion of
Mirriage, ¢7) legal separation fof couple), ‘81 relatonship
horween pavents and childven, (% guardianship, and (10)
Whwence. The resuli of the analysts showed that many of
these ehapters suftable for Islamic low and few of these Fad
wol been suitable for i,

Kevwords: woman rights, marviagge, Islanie faw.
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Tadeimi

Pendahuluan wlengpu-belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama
nusia. Islam memandang wanita sebagai makhluk yang mulia
terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping
kewajiban, [slam mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya

ferhadap wanita, Islam memandang sama antara laki-laki dan

Permasalaban wanita atau perempuan merupakan salah
topik kajian vang cukup menarik dan banvak dibicarakan
pakar, termasuk pakar muslim, terlebib lagi pada tahun-g

terakhir ini, RL].EEIE E’:]’ﬂl{ wianila ¥ ang emula LTIy "'
perempuan dalam aspek kemanusiannya (.5, al-Hujurat (49): 13).

|slam jupa menempatkan wanita pada posisi yang sama dengan pria
dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama (Q.5. al-Taubah
(9): 71, memikul beban-beban keimanan (Q.S. al-Buryj (83): 10),
enerima balasan di akhirat (Q.5. al-Nisa' (4); 124), dan pada
masalah-masalah lainnya vang banyak disebutkan dalam al-Cur’an.

Lahirnva politik  demokrasi  serta munculnya  sistem
ekonomi sosialis dan kapitalis di Barat memberikan kesadaran baru
terhadap hak-hak wanita. Kaum wanita tidak mau lagi ditindas
schagaimana vang mereka alami oi tengah-tengah kaum feodal.
ercka menuntul  hak-haknya untuk  belajar dan  mendapat

berkisar di antara “dapur, sumur, dan kasur” (sektor domi!
sekarang mengalami perubahan vang cukup berubah drastis, T
sedikit kaum wanita yang memiliki kedudukan penting (fop feg
dalam bidang-bidang vang semula didominasi kaum pria
lelaki, Bisa disebutkan di sini misalnya bidang pendidikan, bid
ckonomi, bidang hukum, bidang sosial, bahkan dalam bie
politik dan  pemerintahan.  Untuk bidang wang terakhi 4
meskipun tingkat perbandingannva masih jauh denga kaum |
kaum wanita sudah menduduki jabatan-jabatan penting  sey
anggota legislatil (DPR), anggota parlemen {menteri), bl
menjadi Perdana Menteri atau presiden. Sebagni contoh kit
menyebut Cory Aquino (mantan presiden Filipina), Benaziil penghormatan yang sama, Gerakan mereka ini kemudian dikenal
{mantzn PM Pakistan), Margaret Tatcher (mantan PM Ing |
Indira Gandhi (mantan PM India), dan Megawati Sockarno P
(wakil presiden Republik Indonesia). .

Sebelum Islam datang, posisi wanita b&mdn P ull
sosial yang tidak imbang d:bandiniknn dmm il
(haikh, 1991; 2), Infam datang untuk melopaskan wani ) Mau sistem hukum yang beruansa feminis-

¢ ngan gerakan feminisme, yailu suatu gerakan yang berangkat
duri asumsi dan kesadaran bahwa kaum wanita pada dasarnya
itindas dan  dieksploitasi serta harus ada upaya untuk
nghentikan penindasan dan eksploitasi tersebut (Fakih, 1997
.1.'-'!-' . Semungal {eminisme ini juga menuntut tumbuhnya sistem

.' I'I.
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Emansipatif, vang tidak membeds-bedakan hak-hak kaum
dengan  hak-hak  kaum pria.  Sistem  hukum  yang bers
diskriminatif akan mengundang perhatian kaum feminis up
Mmenggugatnya.

Yang menjadi masalah, apakah pemberian hak W
berbeda kepada wanita dan prin ini sejalan dengan ajaran sy
agama ntaw sebaliknya 7 Ataukah agama menghendaki perlaki
vang sama dalam segala hal terhadap kedua jenis kelamj '
sehingpa harus memberikan hak-hak vang sama kepada keduany

Mamun, sebelumnya perlu juga ditegaskan apa sebenarnya makna

Wik (seperti vang tertera dalam jucul artikel ini).

Hak-hak Wanita dafam Huwkum Perdate ndonesta

Yoang dimeksud dengan hak adalab suatu kekuassan vang
limiliki sesecrang untuk bertindak dalam rangka kepentingannya
ndiri, Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur,
ilam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya (Raharjo, 1991
59,

Bengan latar belakang seperti di atas, penulis ingin melll Hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia semula
lebit jauh tentang hak-hak wanita dalam salah satu sistern huly

yang ada di Indonesia. Yang menjadi obyek kajian dalam pene i.-
ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdats Indonesia, |
sering dikennl KUH Perdata, vang bersumber dag Kitab Undu
undang Hukum Sipil Barat, khususnya Belanda, vang dis .
Hurgerlifk Werboek (B.W.). Jadi, kajian ini ingin mengungl
selnuhmana hak-hak wanita dalam hukum KUH Perdata/f
!:hununya dalam bidang perkawinan ditinjau dari segi hu
,i.u Untuk  mengkaji  masalah  tersebu perlu - diperhatl

berasal dars hukum perdata Barat, khususnva Belanda, vaitu Kitab

Undang-undang Hukum Sipil yang disebut Burgerlifk Wetboek
ving disingkat KUHS (BW.). Pada perkembangan selanjutnva

KUHS tersebut dikepal dengan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUH Perdata), Sebenarnya, di samping KUH Perdata
grscbut, hukum perdata Indonesia meliputi juga perundang-

indangan  buatan  Indonesia  sendiri, seperti  Undang-undang

‘erkawinan No. | tahun 1974, Undang-undang Pokok Apraria No.
Clnhun 1960, Keputusan Presiden No. 12 tahun 1983 tentang
Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelengparaan Catatan
g Iﬂ'lm :"'ﬂl- sudali. ada, baik yang berkaitan den Hipil (Mubammad, 1993: 6), Namun, dalam penelitian ini vang

~ 1
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Pada prinsipnya KUH Perdata (B.W.) bersifat emansit phetsamacn; kaum; wanita; dan priatdalam. aktivites. keagernaen,
artinya tidak membeda-bedakan antara hak-hak wanita dengan
hak pria {tidak diskriminatif). Ini bisa dicermari dari pasalep
yang ada dalam BW tersebur yang berjumlah 1993 pasal,
demikian, hak-hak yang dimiliki oleh kaum pria juga dimiliki o

kaum wanita, Namun, ini bukan berarti semua hak wanita det

sosial, dan politik, hak memberikan perlindungan kepada para
wanan, hak menganjurkan berbuat baik dan mencegah berbuat
Juhat, pembaiatan MNabi kepada kaum wanita sama seperti kepada
kaum pria, hak dalam pendidikan dan pengajaran, hak atas harta,
hnk warls, hak dalam perkawinan,

Berkaitan dengan masalah perkawinan, hukum Islam
Mewajibkan  makar (mas kawin) bagi pihak laki-laki untuk
Isterinya sebelum rumah tangga itu sendiri ditegakkan (Q.S. al-
isa' (4): 4). Islam menghapuskan praktik-praktik perkawinan

pria sama persis. Ada beberapa hal vang bisa dikaji clari |:$L5.al-

lersebul yang  menunjukkan adanya perbedsan dalam ha
tersebut bagi keduanya,

Hak-hak Wanita datam p andangan Hukum [slam yang tidak benar yang merupakan warisan dari masa Jahiliah. Di
tara praktik-praktik tersebut adalah meminjamkan isteri atau

Mukar-menukar isterd, “kumpul kebo”, nikah mmwr'ah (nikah

Dalam Tslam (hukum Islam) kaum waniia diberi peran y
amat besar vang belum pernah diberikan oleh agama-ag
sebelumnya, maupun oleh undang-undang buatan manusiag v
manapun, Ini  menunjukkan bahwa  lslam  membawa
persamann di antara manusia, tanpa membedakan individu §
satu dengan individu yang lain (Ja’far, 1986 14,

Berkaitan dengan hak-hak wanita, Muhammad R
ﬂ,ﬂh,nlu.h seorang tokoh pemikir lslam dari Mesir, dalim

musiman}, dan lain sebagainya. Islam mempertemukan antara hak

rang wali dalam perkawinan dengan hak kaum wanita menerima

pilihannya dan menolak yang tidak disukainya. Islam melarang
| ali  menikahkan secara paksa anak gadis dan  saudara
perempuannya dengan arang yang tidak mereka sukai atau dengan
0 g yang tidak sepadan. Sebaliknya, tidak ada hak apapun bagi
tulisanny yang berjudul Hugug al-Nisa® 1 al-Islam atay i |'. drang lua maupun wali untuk melarang anak gadisnya memilih pria
- Wanit ﬂl.hl:u lIalam™ (1987; 9:27), mngumw. hermp _' yung sepadan yang disukainya,

i diperoleh wanita menurut pandangan Lslam. Hak-hak lulah  beberapa hak yang diperoleh wanita dalam

Y R

bortman, Huk ‘mendanatkars --J_- ngan Islam seperti yang dikemukakan oleh Muhammad
o

nlaranve adalalh bhak
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Ixlam

Rasyid Ridla, Masih banyak legi para tokoh lain ! lerutama dalam bidang hukum perkawinan, Masalal perkawinan
membicarakan masalah ini, seperti Abdul Halim Muhammad J
Svugqah dalam bukunya Tabrir al-Mar'ar ji ‘Ashr al-Ris
Murteza Mutahhari dalam bukunya The Rights of Women in 3
dan Asghar Ali Engineer dalam bukunya The Rights of Won U

duferm

filam KUH Perdata termasuk dalam bagian buku kesaty mengensi
drang. Sebagai unit analisis adalah pasal-pasal yang menyangkut
Mazalah hak-hak wanita berkaitan dengan masalah tersebur,

Data penelitian diperoleh dari pasal-pasal dalam Kitab
ndang-undang Hukum Perdata [Indonesia (KUH  Perdata),
Khususnya vang mengatur masalah perkawinan (buku kesatu
ftang hukum orang). Sesuai dengan masalah vang dikaji dalam
penelitian ini, maka pasal-pasal dimaksud adalah khusus yang
Mmengatur masalah hak-hak wanita. Data vang terkumpul disusun
sesuai dengan tema-tema pokok yang terkait dengan maslah
lorsebut lalu dikaji atau dianalisis dengan menggunakan pisau
halisis hukum Islam.

Cara Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis
(content analysis), yaitu suatu bentuk penclitian vang dil ki
dengan tujuan untuk menggali isi atau makna pesan simbolik i
sebuah buku ataw hasil karya lainnya. Menurut R, Holsti (Soc g
[986: 22), content analfvsis adalab any technique for :j'
inferences by obfectively and systematically identifving spe Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis
Kunlitatif. Analisis kualitatif didasarkan pada pola hubungan,
mencoba melakukan analisis terhadap berbagai aturan yan eknik  yang  diambil adalah teknik peta  kognitif  yang
dalam hukum perdata Indonesia (KUH Perdata) mengenai bl hizgambarkan letak beberapa konsep dan sifat hubungan antara
hsep yang satu dengan lainnya (Zuchdi, 1993 66}, Pasal-pasal
B ada dianalisis satu persaty dengan menggunakan pisau
igis hukum Islam, sehingga bisa ditemukan apakah aturan
Objek penelitian terfokus pada aturan-aturan 1 ! pasal-pasal itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak,
o d“ s Kitlh Undlﬂial-lﬂﬂlﬂli :H.ﬂk!.ln I Islam yang dimaksud di sini adalah hukum Islam yang
: visalah hik-hal wimber kepada al-Qur'an dan  Sunnah (syariah) dengan

131

characteristics of messages. Dengan  penelitian  ini

wanita dengan menpacu kepada aturan-aturan hukum
sehingga menjadi jelas apakah aturan-aturan dalam hukum p
itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak. '
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memperhatikan pemikiran-pemikiran hukum Islam (fikih) ¥ pria. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur hak-hak wanita adalah

‘pasal-pasal 118, 132, 139, 213, 233, 254, 311, 332h, dan 493,
sedang pasal-pasal lainnya (30 pasal) mengaturnya secara lersirat,

Dengan demikian, ada 39 pasal KUH Perdata yang
membicarakan hal-hal wang terkait dengan masalsh hak-hak
wanita, Dari 39 pasal ini bisa diketahui hak-hak wanita dalam
perkawinan  itw meliputi - masalah-masalah: {1) persyaratan

acda, terutama pemikiran (fikih) yang tidak bernada misogl
{sikap memandang rendah terhadap wanita). Pemikiran h d
Islam (fikih) ini diperoleh melalui buku-buku vang ditulis oleh r
pakar hukum Islam dengan memperhatikan argumen-argumen y,
melandasi mereka dalam menetapkan hukum tentang masdl
wanita tersebut.

petkawinan; (2) pencegahan perkawinan; (3) hak dan kewajiban
suami isteri; (4) persatuan harta kekayaan dan pengurusannya; (5)
perjianjian - perkawinan; (6) perpisahan harta kekayaan; (7)
pembubaran perkawinan; (8) perpisahan meja dan ranjang; (9)
Hubungan orang twa dengan anak-anaknya; (10) kekuasaan orang
Wi; 1117 perwalian; dan (12) keadaan takhadir.

Dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan KUH
Perdata terlihat jelas bahwa wanita diberikan hak vang cukup besar
dulam sepala aspek yang terkait dengan masalah perkawinan. Hak-
ik wanita dalam hal ini bisa dikatakan sama seperti hak yang
iperoleh pria. Kalaupun ada sedikit perbedaan aturan dalam KUH
‘erdata mengenai pria dan wanita, hal i tidak menyebabkan

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hukum perkawinan merupakan salah satu bagian
hukum keluarga. Dalam KUH Perdata masalah perkawinan

diatur dalam buku kesatu yang mengatur tentang orang, teru
bab IV sampai bab XVIIL Khusus pada bab XVII m 14
perkawinan diatur pada bagian kelimanva secara keseluruhan,

Buku kesatn KUH Perdata berisi 18 bab, 498 pasal, |
408 pasal it ada 18 pasal yang sudah dicabut atau dihapuskin
ticdak berlaku lagi, vaitu pasal-pasal 68, 226, 230d, 305, 3y
323, 346, 347, 349, 350, 376, 450, 455, 466, 496, 497, dan
Dengan demikian dalam buku kesatu tersebut pasal-pase _;

masih berlaku berjumlah 480 pasal, Dari pasal-pasal ini bt
pasal saja yang secara tegas (lersurat) mengatur mass
wanita dan 30 pasal men

e ek S RESREN]
S L gt TR e

serbedaan hak vang dimiliki oleh keduanya secara berarti.
Kalau dilibat dari segi hukum Islam aturan-aturan KUUH
Baturnya secar tersirat, dalam | rdata dalam masalah hukum perkawinan banvek memiliki

I: ; ||||.-',‘ 1 Y

it mntrn hok winita den erni itiu kesesuaian. Kesesuaian ity terlihat dalam aturan-

s
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Ivlam
lslam memberikan hak untuk mencegah perkawinan ini terutama
kepada kaum pria, sedang KUH Perdata tidak membedakan hak
lersebut antara kaum pria dan kaum wanita. Kalau KUH
memberikan hak untuk masalab ing secara berurutan, hukum [slam

pun juga demikian, Uratan ini dalam hukum Islam didasarkan pada

urutan perwalian dalam pernikahan.

aturan mengenai: (1) persyaralan perkawinan, seperti persetujul

kedua belab pihak calon mempelai, usia perkawinan, dan lain-] i

(2) pencegahan perkawinan; (3) hak dan kewajiban suami isteri; {
persatuan harta kekayaan; (5) prosedur perceraian; (6) hak nafk
bagi isteri yang dicerai; (7) hak orang tua dari anaknya; (8) b
perwalian; dan (%) keadaan takhadir.

Mengenai hak dan kewajiban wanita, B.W. (pasal-pasal
103, 104, 105, 107, dan 118) dan hukum Islam memberikan aturan
yang hampir sama, Kalaupun ada perbedaannya, hal ini tidak

lermasuk pacda masalah vang prinsip. Hukum [slam memberikan

Dalam masalah persvaratan perkawinan (pasal-pasal 27, &
29, 34, 35, 39, dan 42) hampir semua aturan dalam KUH Pe -_}
terutama  vang terkait dengan persoalan administratif, d
bertentangan dengan ketentuan hukum lslam, hanya dalam huky
aluran yvang cukup rinei dalam masalah ini dalam bentuk aturan
perundang-undangan. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam pasal-
pasal Undang-undang No. | tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
lslamy tahun 1991, Begitu juga dalam masalah persatuan harta
kekayaan, termasuk perpisahannya, (pasal 108 dan 132) hukum

Islam tidak memberikan aluran yang rinci, Dalam hal ini bisa

Islam ada pendapat yang membolehkan hak paksa, khususnya by
mufhir (bapak dan kakek) kepada seorang anak perempuane
untuk menikah dengan calon suami vang dianggap cocok. Nami

pendapat ini sekarang sudah tidak dianggap relevan, karena

menimbulkan efek yang tidak baik kepada suami-isteri dal

membina keluarganya, Dalam masalah usia perkawinan, meskif

diterapkan prinsip hukum [slam yang senantinsa memberikan
kemudahan dan menjauhi kesulitan (Djamil, 1997: 67}, Dalam hal
Ini hukum Islam tidak membedakan antara laki-laki dan
perempuan, Keduanya diperlakukan sama dan dikenai hukum yang

ketentuan usia minimal untuk menikah berbeda, namun hil
tidak menjadikan ketentuan KUH Perdata tidak sesuai de 1
hukum  Islam. Penetapan usia kawin dalam  hukum it
didasarkan pada ijtihad para ulama yang bernuansa relatif.
- Dalam hal pencegahan perkawinan KUH !: !

- Bama,

KUH Perdata yang lain yang tidak bertentangan
dengar W hukum Islam adalah aturan perceraian (pasal 204

¥
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dan 213}, Prosedur perceraian yang vonis akhimya ditentukan dan anak angkat yang bisa diperlakukan sama seperti anak

pengadilan merupakan titik temu antara aturan dalam KUH Perds kindung; dan (5) atran perwalian, termasuk wali nikak vang bisa

din hukum Islam, Akibat perceraian ini isteri juga berhak i iduduki oleh kaum wanita tanpa persyaratan yang memaksa.
nalkah dari suaminya dalam waktu tertentu, Dalam masalah nafk Perbedaan aturan monogami dan poligami dalam kedua
sistem hukum itu lebih banyak didasarkan pada pijakan aturan vang
sangat berbeda. KUH Perdata yang lebih banyak mendasarkan paca
pemikiran rasional tidak mentolelir masalah poligami (pasal 27).
Inilah yang berbeda dengan aturan hukum Islam yang pada

Tiga masalah terakhir, yaitu hak orang tua dari anakp pokoknya  mendasarkan  pada wahyy, dj samping pemikiran
[pasal-pasal 254, 269, dan 282), hak perwalian (pasal-pasal 3
332, 351, 335, 377) dan kendaan takhadic (pasal-pasal 49348

aturan dalam KUH Perdata bisa dianggap sesuni dengan

ini ada perbedaan sedikit antara kedua sistem hukum tersel
Dalam KUH Perdata tidak memberikan batasan-batasan vang ki
atau pengecualian, maka hukum Islam mengecualikan dari |
nafkah ini dalam kasus thalag tiga, cerai gugat, cerai karena i ‘un

rasional, Namun, dalam prakteknya hukum Islam memberikan
Muran yang ketal mengenai poligami tersebut, Begitu  juga
Mengenal aluran masa tunggu (Clddak), hukum [slam sangat
berpatokan pada wahvu. Dan lernyata tentang aturan ‘iddah ini
hukum Islam memberikan aturan vang lebih rinei dan teliti
dibandingkan dengan hukum perdata (pasal 34),

Islam. Perbedaan sedikit tampak pada masalab perwalian, il
pada KUH Perdata tidak dibedakan antara pria dan wanita, Tl
pada hukum Islam yang lebih dominan adalah pihak pria. Hal
terkait dengan masalah perwalian dalam perkawinan,
Adapun aturan-aturan KUH Perdata yang tidak

Mengenai aturan pisah meja dan pisah ranjang, KUH
Perdata (pasal 233) sudah mengaturnya lebih jauh, bahkan bisa
dengan ketentunn-ketentuan hukum Islam terutama pada berimplikasi vang identik dengan kasus perceraian. Aturan inilah
m.“} aturan monogami yang mutlak baik bagi pria may yang tidak sesuai dengan hukum [slam yang hanya memberikan
Mﬂi] ketentuan masa ‘iddah isteri yang dicerai yang Muran dalam kasus nusyuz yang memberikan hak kepada suami
Mﬂ&m Wﬂkﬂmrl 400 hari; (3) aturan pisah meja dan unituk melakukan hukuman-hukuman yang sifatnya edukatif kepada
A0 eudad ma ﬂi HMIM i pa "- | lsteri. Ketntuan KUH Perdata yang tidak sesuai dengan hukum

ma; (4) atran mengenai anak [l I pada ketentuan mengenai anak luar nikah dan
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anak angkat. KUH Perdata vang bisa memperlakukan anak
nikah dan anak angkat seperti anak kandung sangal bertent !
dengan ketentuan hukum Islam yang sama sekali tidald;
menjadikannya sebagai anak kandung, Perbedaan kelentuan
kedua sistem hukum ini berimplikasi pada perlakuan vang berl
kepada anak luar nikah dan anak angkat tersebut, Adapun i".
hal perwalian ada sedikit ketentuan dalam KUH Perdata yang |
sesual dengan aturan dalam hukum [slam (seperti vang dijeld
di atas),

antara KUH Perdata dan hukum Islam dalam masalah perkawll

Untuk melihat gambaran sinpkat lentang  perba i

bisa dilihat dalam matriks berikut:

Airnaf Ik da Humanéoea, Mowae IT (Humanioray, Tofun Ke-5, 2000

Kesimpulan
atas  jelaslah  hahwa
ketentuan-ketentuan KUH  Perdata mengenai  hak-hak  wanita,

Denpan mencermati  uraian  di
lerutama dalam hal perkawinan ada vang sesuai dengan ketentuan-
ketentuan hukum [slam, seperti dalam hal persyaratan perkawinan,
hak dan kewajiban suami isteri, hak nafkah bagi isteri, dan keadaan
hilang. dan ada juga vang fidak sesuai, seperti aturan monogami
mutlak, ketentuan ‘iddah, aturan pisah ranjang, dan anak luar nikah
serta anak angkat. Jadi, dalam masalah perkawinan KUH Perdata
lehih banyak memiliki kesamaan daripada perbedaannya dengan
hukum Islam.

secara umum  bisa disimpulkan bahwa KUH Perdata
memberikan hak yang lebih besar kepada wanita dalam masalah

-- l*;ﬁﬂmw—ﬂ{ -;—I- oy

No, | Permasalahan " Tingkat Kesesuaing e

I. | Persyaratan perkawinan S:sua:igk perkawinan jika dibandingkan dengan hak wvang diberikan oleh
i' | #;:’;gﬁi:ﬁ“;ﬁ:;‘:‘k gi'i:];i“m“i hukum Islam. Hukum [slam memberikan aturan yang agak berbeda
4. | Hak dan kewajiban suami ister] Sesuai kepada pihak laki-laki dan perempuan, hal ini harus dikaji secara
o tuan b i it .

b. Pf:i‘;;zélumfip::::r:i:.knwm“ g:,:::; rasional dan proporsional. Setelah dikaji melalui dua pendekatan
;- :::;:thuii:ﬂr: HT::JTddd:::l r_anti:ng Ei:;k snsu-;i'l l, ternyata hukum Islam tidak bisa dikatakan diskriminatif
! isteri ng ses e
9. | Hak nafkah bagi isteri yang dicerai | Sesuai lerhadap pihak perempuan, sebaliknya justeru hukum [slam ingin

| | Hak orang tua dari anaknya Sesuai z .
11, | Hak perwalian Satual menegakkan keadilan,
12, | Aturan perwalian Kurang sesuai
li. Kuadnntmw:lir - > paal,
- | Anak luar niki Lk Tidnk sesu
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